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Abstrak

Berlakunya UU Jaminan Fidusia, yang diharapkan mampu menjawab segala permasalahan dalam usaha pembiayaan, justru, menimbulkan kerugian hak konstitusional oleh karena menyamakan kekuatan eksekutorial dalam putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan sertifikat jaminan fidusia dan memberikan hak kepada kreditur  untuk menjual obyek fidusia atas kekuasaannya sendiri, oleh karena itu menarik untuk dianalisis untuk mengetahui  dasar normatif menyamakan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan sertifikat fidusia dan pertimbangan hakim Mahkamah untuk menyatakan inkonstitusi Pasal 15 ayat (2)  dan  ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Analisis dilakukan terhadap data sekunder berupa bahan hukum utama yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan dianalisis secara preskriptif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar normatif kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia lahir dari kesepakatan yang didaftarkan untuk memperoleh kekuatan eksekutorial sehingga dapat digunakan sebagai bukti sempurna untuk membuktikan debitur cidera janji  kecuali ditentukan lain oleh pengadilan, dan pertimbangan hukum hakim untuk menyatakan inkonsistensi  ketentuan yang diuji didasarkan pada tidak adanya kepastian hukum dalam penentuan  waktu  cidera janji dan mekanisme pelaksanaan eksekusi Sertifikat Fidusia, sedangkan pemberian kewenangan eksklusif kepada kreditur  menunjukkan tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang antara kreditur dengan debitur. 

Kata kunci : inkonstitusi,  kekuatan eksekutorial, sertifikat fidusia, putusan hakim, cidera janji

The enactment of the Fiduciary Guarantee Act, which is expected to be able to answer all problems in the financing business, but in fact, creates a loss of constitutional rights by equalizing the executive power in the decision of a judge who has permanent legal force with a fiduciary guarantee certificate and gives the creditor the right to sell fiduciary objects at his own authority. Therefore, it is interesting to analyze to find out the normative basis to equate the decision of a judge who has permanent legal force with a fiduciary certificate and the consideration of the Court judge to declare the unconstitutions of Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of the Fiduciary Guarantee Act.
Analysis was conducted on secondary data in the form of main legal material namely Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. Data collection techniques were carried out with document studies and analyzed prescriptive and descriptive. The results showed that the normative basis of the executor's power on the fiduciary guarantee certificate was born from an agreement registered to obtain the executor's power so that it could be used as perfect evidence to prove the debtor's breach of contract unless otherwise specified by the court,and the legal judgment of the judge to declare the inconsistency of the test being based on the absence of legal certainty in the determination of the time of the breach of contract and the mechanism for carrying out the execution of the Fiduciary Certificate, while granting exclusive authority to the creditor shows that there is no balanced legal protection between the creditor and the debtor
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 

Jaminan fidusia  merupakan jaminan kebendaan yang lahir dari yurisprudensi untuk memenuhi kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat dalam usaha pembiayaan yang membutuhkan jaminan dengan cara pengalihan hak kepemilikan suatu benda oleh debitur kepada kreditur atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda atau debitur.

Berlakunya UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang semakin mengukuhkan kedudukan fidusia sebagai lembaga jaminan diharapkan mampu menjawab segala permasalahan dalam usaha pembiayaan, namun justru, menimbulkan masalah baru oleh karena Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang tersebut menyamakan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan memberikan kekuatan eksekutorial, sehingga apabila debitur cidera janji, maka penerima/pemegang fidusia mempunyai hak untuk menjual obyek fidusia atas kekuasaannya sendiri.
Penyamaan kekuatan eksekutorial dalam putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap melalui proses penyelesaian perkara (due process) dengan sertifikat jaminan fidusia yang lahir atas dasar kesepakatan ini dapat menimbulkan masalah dalam penerapannya karena sering menimbulkan perbuatan sewenang-wenang oleh penerima fidusia (kreditur) untuk menagih pinjaman utang debitur, bahkan sering diikuti dengan tindakan paksaan dan kekerasan dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih yang menimbulkan ketakutan dan merendahkan harkat dan martabat debitur, 
Kekuatan eksekutorial dari sertifikat fidusia didasarkan pada kesepakatan antara pihak-pihak yang membuatnya dan untuk menjamin terlaksananya kesepakatan tersebut diberikan jaminan berupa kebendaan oleh debitur kepada kreditur sebagai pelunasan. Dengan demikian, jaminan merupakan kesepakatan tambahan (accesoir) yang dibuat para pihak untuk menjamin terlaksananya kesepakatan berupa perjanjian hutang piutang. Kesepakatan tersebut kemudian  dituangkan dalam akta notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 UU tentang Jaminan Fidusia, dan selanjutnya menurut Pasal 11 menentukan benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan untuk kemudian diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang diberi kekuatan eksekutorial sama dengan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum yang tetap.

Berbeda dengan landasan normatif kekuatan eksekutorial dari putusan hakim, bersumber dari asas res judicata proveritate habetur artinya, apa yang diputus oleh hakim harus dianggap benar, yang berkaitan dengan asas similia similibus artinya perkara yang serupa/sejenis harus diputus sama, meskipun dalam sistem Eropa Kontinental, hakim tidak terikat kepada putusan hakim terdahulu dalam perkara yang sejenis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1917 ayat (1) KUH Perdata, namun hakim terikat kepada undang-undang, karena sumber hukum yang terpenting bagi hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara adalah undang-undang. Pasal 1917 jo Pasal 1920 KUHPerdata dan Pasal 134 Rv yang mengandung asas similia similibus, juga mengandung asas ne bis in idem, artinya suatu perkara yang sama tidak boleh diadili untuk kedua kalinya, dan asas litis finiri oportet bahwa apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan hakim tidak boleh diajukan kembali. 

Putusan pengadilan didasarkan pada penyelesaian konflik di pengadilan melalui suatu peristiwa yang disengketakan dan adanya sistem hukum yang digunakan oleh hakim untuk mengadili dan menyelesaikan peristiwa yang disengketakan atau perkara tersebut. Di dalam sistem hukum itu sendiri pada dasarnya sudah terdapat keadilan (Normgerechtigkeit),dan melalui proses penyelesaian perkara, keadilan tersebut, kemudian diterjemahkan/ditafsirkan oleh hakim dan diterapkan terhadap peristiwa konkrit, yang kemudian menghasilkan putusan, sehingga keadilan itu berubah menjadi keadilan menurut hakim (Einzalfallgerechtigkeit).  
Sebagai penyelesaian perkara, maka putusan hakim merupakan hukum dan sekaligus menetapkan kaedah, sebagaimana dikemukakan oleh Mertokusumo bahwa yurisprudensi merupakan sumber hukum formil karena yurisprudensi yang sudah menjadi tetap telah mengandung norma, tidak hanya berlaku bagi peristiwa-peristiwa tertentu saja, tetapi juga berlaku bagi peristiwa-peristiwa lainnya yang serupa yang terjadi kemudian. 

Permohonan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan  ayat (3), UU Jaminan Fidusia berkaitan dengan dilekatkannya titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia sehingga dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini berdampak pada adanya tindakan sepihak yang dilakukan oleh kreditur untuk melakukan eksekusi sendiri terhadap obyek fidusia tanpa melalui proses eksekusi sebagaimana seharusnya sebuah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 
Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, terdapat dua hal yang harus dibuktikan dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yaitu ada tidaknya kedudukan konstitusional sebagai pemohon (legal standing) yaitu hak dan/atau kewenangan yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan yang timbul akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 
Yurisprudensi Nomor 006/PUU-III/2005 jo. Nomor 11/PUU-V/2007 kemudian memberikan batasan tentang kualifikasi permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat, yaitu,

1) Adanya hak konstitusional pemohon 

2) Hak konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yang diuji,

3) Kerugian dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi,

4) Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji,

5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
Dalam permohonannya, para pemohon. mendalilkan adanya kerugian hak konstitusional akibat dari tindakan penarikan obyek fidusia oleh penerima fidusia dengan menggunakan jasa debt collector. Penarikan obyek fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01617952.AH.05.01 yang didasarkan pada adanya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) tersebut yang menyetarakan kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, akibatnya pemegang fidusia dapat melakukan tindakan eksekusi terhadap obyek fidusia dengan kekuasaan sendiri untuk mengambil alih barang yang dikuasai pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar. 

Terhadap permohonan tersebut, hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019, memutuskan bahwa hak konstitusional Pemohon terbukti dirugikan akibat berlakunya Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yang memberikan kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Jaminan Fidusia. Konsekuensi yuridis berlakunya ketentuan tersebut membawa dampak terhadap Pasal 15 ayat (3) yang memberikan hak pada Penerima Fidusia untuk menjual obyek fidusia atas kekuasaannya sendiri, apabila debitur cidera janji. Bahkan hakim Mahkamah berpendapat meskipun Pemohon tidak memohonkan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 15 ayat (2) undang-undang tersebut namun Penjelasan norma Pasal 15 ayat (2) dengan sendirinya harus disesuaikan karena dianggap pertimbangan Mahkamah berdampak terhadap Penjelasan Pasal 15 ayat (2) tersebut.

Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji secara mendalam tentang dasar normatif untuk menyamakan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan sertifikat fidusia dan mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah untuk untuk menyatakan inkonsistensi Pasal 15 ayat (2)  dan  ayat (3) UU Jaminan Fidusia. 
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut,
1. Apa yang menjadi dasar normatif lahirnya kekuatan eksekutorial dari sertifikat fidusia sehingga disamakan dengan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim untuk menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2)  dan  ayat (3) UU Jaminan Fidusia bertentangan dengan hak konsitusional?
C. Metode Penelitian
Secara umum tujuan penelitian adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.
 Berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar normatif lahirnya kekuatan eksekutorial dari sertifikat fidusia sehingga disamakan dengan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap dan menganalisis  pertimbangan hukum hakim untuk menyatakan Pasal 15 ayat (2)  dan  ayat (3) UU Jaminan Fidusia inkonsitusional melalui analisis terhadap data sekunder berupa bahan hukum utama yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, berkaitan dengan kekuatan eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara preskriptif dan deskriptif. Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data diartikan sebagai kegiatan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum dengan membuat klasifikasi data untuk memudahkan analisis dan konstruksi.
 Oleh karena sifat hukum itu sendiri adalah preskriptif atau mengharuskan, maka analisis dilakukan secara preskriptif  dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan dengan tujuan memberikan pembenaran atau apa yang seyogianya menurut hukum atas fakta hukum dari hasil penelitian yang dilakukan.
 Analisis deskriptif merupakan analisis dengan cara menggambarkan atau memaparkan  subyek dan obyek penelitian yang telah dilakukan.

D. Tinjauan Pustaka
1. Jaminan Fidusia

Lembaga  fidusia merupakan  jaminan kebendaan yang baru yang diakui berdasarkan yurisprudensi. Fidusia pada mulanya berasal dari gadai yang diatur dalam Pasal 1152 KUH Perdata. Fidusia sebagai jaminan kebendaan disebut melanggar ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata, karena benda gadai yang dijadikan sebagai jaminan tersebut, yang seharusnya di bawah kekuasaan si berpiutang (asas inbezit stelling) tetap berada di tangan debitur. Dengan pertimbangan bahwa memang dibutuhkan oleh lalu lintas hukum, meskipun bertentangan dengan sistem hukum kebendaan, namun oleh yurisprudensi, lembaga jaminan ini dibolehkan. 
Menurut Pasal 1 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, dan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (debitur), sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. 

Secara umum, jaminan diartikan sebagai suatu hak atas kebendaan yang diberikan kepada kreditur sebagai jaminan atas pelunasan piutangnya yang menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan melunasi kewajibannya berupa kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari  suatu perikatan.
 Dengan demikian, hak jaminan tidak berdiri sendiri, melainkan bersifat tambahan (accesoir), dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang.

Fidusia berasal dari kata fiduciare, artinya kepercayaan sehingga fidusia diartikan sebagai lembaga jaminan atas dasar kepercayaan tanpa harus menyerahkan fisik suatu benda yang dijaminkan tetapi dengan syarat ada perjanjian peralihan hak.
Sebagai jaminan kebendaan, maka ciri-ciri kebendaan melekat pada fidusia, yaitu:
a. Obyek fidusia adalah kebendaan milik debitur,
b. Latar belakang lahirnya jaminan fidusia adalah untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan,
c. Fidusia merupakan jaminan yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegangnya, yang artinya penyerahan benda jaminan secara constitutum posseisorium, di mana penyerahan kepada penerima fidusia (kreditur) adalah hak milik atas benda atas dasar kepercayaan, sedangkan fisik benda yang menjadi objek jaminan tetap ada pada pemberi fidusia (debitur).  

d. Jaminan fidusia mengandung asas preferensi artinya kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur lainnya (asas droit de preference). 
e. Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada (droit de suite atau zaaksgevolg)
f. Jaminan fidusia mengandung asas publisitas artinya wajib didaftarkan. Fidusia mempunyai kekuatan mengikat setelah didaftarkan dengan telah dikeluarkan sertifikat Jaminan Fidusia yang bersifat eksekutorial.
2. Unsur Norma dalam Putusan Hakim 
Kaedah hukum dalam arti sempit disebut nilai atau norm yang artinya  nilai yang terdapat dalam peraturan yang merupakan rumusan suatu pandangan obyektif mengenai penilaian atau sikap yang seyogianya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau dianjurkan untuk dilakukan, 

Hans Kelsen
 menyatakan putusan hakim itu obyeknya nilai bukan realitas, oleh karena itu, putusan hakim mengandung norma, sehingga putusan hakim disebut sebagai hukum, di samping itu, putusan hakim juga sering digunakan oleh hakim yang lain sebagai dasar untuk memutus ulang perkara yang serupa sehingga putusan hakim disebut sebagai sumber hukum.

Putusan hakim merupakan keadilan yang diperoleh dari proses beracara di peradilan untuk tujuan memulihkan kembali ketidakseimbanagan dalam masyarakat akibat terjadinya pelanggaran hukum. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus memberi pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya peristiwa yang disengketakan untuk kemudian memberikan atau menentukan hukumnya. Hal senada disebutkan oleh Paton
  the task of the court in actual litigation is to discover the facts of the case, to declare the rule of law that is applicable, and then make a specific order which is the result of the application of the law to such facts as are considered relevant. Hal ini berkaitan dengan tugas hakim sebagai pemberi keadilan melalui proses penegakan hukum di pengadilan, dan fungsi hakim, sebagai tempat mencari keadilan bagi orang yang merasa haknya telah dilanggar, sehingga tidak berlebihan apa yang pernah dikemukan oleh Aristoteles dalam von Schmid
 “jika ingin suatu keadilan yang hidup, maka pergilah kepada hakim.” 
Sebagai suatu kebenaran, unsur norma dalam putusan hakim berkaitan dengan kekuatan mengikat yang dimiliki oleh putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap juga mempunyai kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial. Pasal 1917 KUH Perdata ditegaskan lagi dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 212K/Sip/1953, suatu putusan hakim tidak hanya mengikat terhadap penggugat ataupun pihak tergugat melainkan terhadap orang yang kemudian mendapat hak dari pihak yang kalah.

Kekuatan pembuktian pada putusan hakim mempunyai kekuatan sama seperti alat bukti surat sebagai akta otentik, sesuai dengan Pasal 1918 KUH Perdata yang dikuatkan dengan Yurisprudensi Nomor 101K/Sip/1955  tanggal 19 Agustus 1955, bahwa putusan hakim dituangkan dalam bentuk otentik yang dapat digunakan sebagai bukti surat. Arti putusan dalam hukum pembuktian adalah bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu peristiwa. Kekuatan pembuktian, pada putusan hakim perdata ditentukan dalam Pasal 1916 ayat (2) KUH Perdata, bahwa putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar, apa yang diputus oleh hakim harus dianggap benar (res judicata proveritate habetur). 
Kekuatan eksekutorial pada suatu putusan terdapat pada kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan adanya titel eksekutorial tersebut maka putusan hakim mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan. 

3. Proses Eksekusi Putusan Hakim
Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara putusan pengadilan.
 
Proses pelaksanaan eksekusi diatur dalam Pasal 196HIR/ Pasal 206 Rbg yang menentukan, jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi putusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara dalam tingkat pertama. Eksekusi dilakukan atas perintah dan di  bawah pinpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebagaimana ditentukan pada Pasal 195 ayat (1) HIR/Pasal 206 ayat (1) Rbg, dan untuk menjalankan putusan itu, Ketua Pengadilan Negeri menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”
Peringatan merupakan syarat pokok eksekusi, dan eksekusi baru dapat sejak waktu peringatan telah lewat. Peringatan merupakan upaya yang dilakukan oleh maka Ketua Pengadilan Negeri berupa teguran kepada tergugat agar melaksanakan putusan secara sukarela. Pasal 196 HIR/Pasal 207 Rbg, menentukan, jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan juga belum dilaksanakan secara sukarela, maka Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan agar barang-barang milik pihak yang kalah disita, sampai cukup akan pengganti jumlah uang tersebut di dalam putusan ditambah dengan semua biaya untuk menjalankan putusan.
Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diatur dalam Pasal 225 HIR/ Pasal 259 Rbg, disebutkan bahwa apabila seseorang dihukum melakukan suatu pebuatan tersebut, dalam waktu yang ditentukan maka pihak yang dimenangkan dalam putusan itu dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri agar perbuatan yag sedianya dilakukan/dilaksanakan oleh pihak yang kalah dinilai dengan sejumlah uang,
Tata cara pelaksanaan eksekusi riil, harus dihubungkan dengan Pasal 218 ayat (2) Rbg dengan Pasal 1035 Rv sebagai landasan untuk menjalankan eksekusi riil dalam praktek peradilan tentang eksekusi pengosongan atau pembongkaran maupun melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
Tata cara pelaksanaan eksekusi riil ditempuh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Mengajukan permohonan eksekusi oleh pihak yang kepada Ketua Pengadilan Negeri

b. Ketua Pengadilan Negeri melakukan penaksiran biaya eksekusi meliputi biaya pendaftaran, biaya saksi, biaya pengamanan.

c. Melakukan peringatan dalam waktu delapan hari,
d. Apabila peringatan tidak diindahkan, Ketua Pengadilan Negeri dapat langsung mengeluarkan Surat Penetapan Perintah Eksekusi kepada Panitera/Jurusita.

e. Apabila dalam waktu yang ditentukan, pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan, maka Ketua Pengadilan Negeri, memerintahkan Panitera/Jurusita dengan dibantu dua orang saksi untuk melaksanakan eksekusi sesuai dengan amar putusan dan pelaksanaan eksekusi dituangkan dalam BeritaAcara Eksekusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 209 ayat (4) Rbg. Jika putusan pengadilan yang memerintahkan pengosongan barang tidak bergerak tidak dipenuhi, maka Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dengan surat kepada jurusita supaya dengan banruan alat kekuasaan negara barang tidak bergerak itu dikosongkan oleh pihak yang kalah serta keluarganya dan segala kepunyaannya.  

E. Pembahasan

1. Dasar Normatif Kekuatan Eksekutorial pada Sertifikat Fidusia
Permohonan uji materiil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini terkait  Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang menyamakan kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang akibatnya apabila debitur cidera janji maka kreditur mempunyai hak untuk menjual obyek fidusia atas kekuasaannya sendiri. 
Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat bahwa inkonstitusionalitas ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, merupakan konsekuensi yuridis adanya norma dalam Pasal 15 ayat (2).  Substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3), membawa akibat langsung kepada ketentuan Pasal 15 ayat (2), yang menentukan kekuatan eksekutorial dari sertifikat jaminan fidusia sehingga terdapat permasalahan konstitusionalitas yang sama, yaitu ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan cidera janji (wanprestasi).

Dengan demikian, untuk lebih memahami dasar normatif yang terkandung dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia lahirnya kekuatan eksekutorial dari sertifikat fidusia yang dipersamakan dengan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka harus dipahami sifat dan sistem hukum jaminan dan hukum eksekusi yang selanjutnya akan dibahas satu persatu, sebagai berikut:

1) Sifat dan Sistem Hukum Jaminan Fidusia
Jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas suatu barang tertentu untuk mendapatkan pelunasan. Jaminan fidusia lahir dari yurisprudensi yang kemudian diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, untuk memenuhi kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat dalam usaha pembiayaan yang membutuhkan jaminan dengan cara pengalihan hak kepemilikan suatu benda oleh debitur kepada kreditur atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda atau debitur.

Sebagai hak kebendaan yang diatur  dalam Buku II KUH Perdata, maka jaminan fidusia mempunyai sifat-sifat  kebendaan. antara lain, bahwa kebendaan yang menjadi obyek jaminan harus dapat diserahkan, dan harus didaftarkan sebagaimana juga ditentukan dalam Pasal 11 UU Fidusia, bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Hak jaminan bersifat accesoir. dalam arti tidak dapat berdiri sendiri, melainkan bergantung sepenuhnya kepada perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang, oleh karena yang dijamin adalah pemenuhan prestasi debitur yang lahir karena adanya perjanjian, sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 4 UU Fidusia, bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. 
Dengan demikian, dasar terjadinya hak jaminan adalah perjanjian utang piutang antara debitur dengan kreditur, sehingga berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1320 KUH Perdata, kesepakatan yang dibuat oleh debitur dengan pihak kreditur menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga dasar mengikatnya perjanjian utang piutang maupun perjanjian jaminan fidusia adalah kesepakatan para pihak. Sesuai dengan asas kesepakatan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang mengandung norma, kesepakatan mengikat bagi yang membuatnya kemudian  dikonkritkan melalui UU Jaminan Fidusia. 
Pemenuhan prestasi/kesepakatan merupakan akibat yang timbul dari perjanjian, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi, akan menimbulkan masalah hukum yang disebut dengan cidera janji atau wanprestasi. 
Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, hanya mengatur apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual obyek fidusia atas kekuasaannya sendiri tanpa menjelaskan kapan  dianggap telah terjadi cidera janji dan siapa yang berhak menentukan? Ketidakjelasan tersebut membawa konsekuensi yuridis berupa adanya ketidakpastian hukum yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat absolut pada pihak penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi obyek fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur.

Secara teoretis, ketiadaan pengaturan penentuan debitur dalam keadaan cidera janji dalam UU Jaminan Fidusia dapat diatasi dengan berlakunya asas lex spesialis derogate lex generalis. Pasal 1238 KUH Perdata sudah mengatur sedemikian rupa kapan seseorang dikatakan melakukan wanprestasi yaitu debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis, sehingga meskipun UU Jaminan Fidusia sebagai ketentuan khusus tidak jelas mengaturnya, maka penentuan seseorang cidera janji harus didahului dengan gugatan ke pengadilan untuk mengetahui seseorang dalam keadaan cidera janji sebagaimana diinginkan oleh Pasal 1238 KUH Perdata.

Dengan demikian sangat jelas dalam sistem hukum perdata, yang berwenang menentukan seseorang cidera janji haruslah dengan putusan pengadilan, kecuali kesepakatan yang sudah dibuat tidak diingkari oleh salah satu pihak, oleh karena berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam perjanjian, kesepakatan yang dibuat bersama tidak dapat dicabut secara sepihak. Pada dasarnya, norma yang terkandung dalam ketentuan pasal tersebut, mengharuskan para pihak memenuhi prestasi/kesepakatan dan apabila timbul perselisihan atas kesepakatan tersebut yang menimbulkan wanprestasi maka  harus dibuktikan melalui proses persidangan. 
Pembuktian XE "pembuktian"  itu diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan XE "pengadilan" , oleh karena, pembuktian itu hanya diperlukan, apabila timbul suatu perselisihan.
 Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan pembuktian dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna bahwa telah terjadi pelanggaran hak penerima fidusia untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya.  
Pasal 165 HIR/Pasal 285 Rbg, menentukan bahwa suatu akta otentik merupakan suatu bukti sempurna tentang apa yang tertera di dalamnya.  XE "pembuktian" Bukti XE "bukti"  sempurna XE "bukti sempurna"  (volledig bewijs), artinya suatu pembuktian  apabila suatu pihak mengajukan suatu akte resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akte itu, sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi, oleh karena bukti yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan telah sempurna, sehingga tidak perlu lagi alat bukti XE "alat bukti"  lain, tanpa mengurangi kemungkinan diajukan bukti sangkalan (tengen bewijs).

Dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia ini, maka penerima fidusia mempunyai bukti sempurna sama seperti putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap, sehingga terjamin haknya untuk mendapatkan pelunasan piutangnya melalui hasil penjualan obyek fidusia sesuai dengan hakekat dari jaminan untuk mendapatkan pelunasan bukan untuk memiliki.
Sebagai norma yang terkandung dalam ketentuan pasal tersebut,  bahwa debitur harus memenuhi prestasi/kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang dijamin dengan penjualan obyek fidusia. Pendirian Majelis Hakim yang berkaitan dengan norma tersebut, bahwa apabila terhadap jaminan fidusia tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela obyek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia sangatlah tepat dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengingat sifat dan sistem hukum eksekusi yang merupakan hukum publik sebagai sub sistem dari hukum acara perdata yang bersifat memaksa.
2) Sifat dan Sistem Hukum Eksekusi
Sebagai hukum materiil, UU Jaminan Fidusia hanya mengatur hak-hak dan kewajiban pemberi dan penerima fidusia sebagai subyek hukum yang berkepetingan dalam undang-undang tersebut, meskipun menurut para pemohon ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fiduisa hanya menjamin  penguatan hak kepada kreditur untuk menjual benda yang menjadi obyek fidusia atas kekuasaannya sendiri, dalam hal debitur cidera janji, tanpa  memberikan kepastian hukum yang adil,  dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak milik debitur.
Kekuatan eksekutorial dari putusan berkaitan dengan kekuatan pembuktian sehingga diperoleh suatu kepastian tentang terjadinya sesuatu peristiwa. Kekuatan pembuktian, pada putusan hakim perdata ditentukan dalam Pasal 1916 ayat (2) KUH Perdata, bahwa putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar, apa yang diputus oleh hakim harus dianggap benar (res judicata proveritate habetur). Sebagai suatu kebenaran maka dapat dilaksankan sesuai dengan proses hukum yang berlaku. 
Secara umum, hukum itu  dapat dibagi antara hukum materiil dan hukum formil, Hukum materiil (substantive law) dan hukum formil (procedural law) harus selalu ada agar dapat mengusahakan keseimbangan tatanan dalam masyarakat (restitution in integrum). Paton
 berpendapat bahwa “between substantive and procedural law were difficult to draw a clear line distinguishes between them”. materiil karena menentukan bahwa penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual objek fidusia atas kekuasaannya sendiri. Meskipun sulit membedakan antara keduanya namun menurut Mertokusumo
 , kedua-duanya saling memerlukan satu sama lain, hukum materiil memerlukan hukum formil (hukum acara) terutama apabila dilanggar karena untuk menegakkan atau mempertahankannya berlangsung di persidangan pengadilan. Sebaliknya hukum acara tidak mungkin berdiri sendiri tanpa hukum materiil.

Dengan demikian, jelas bahwa apabila kreditur tidak mendapatkan haknya sebagaimana tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia yang disamakan dengan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada ketua pengadilan negeri, sebagai tata cara pelaksanaan eksekusi menurut HIR/Rbg untuk dapat dilaksanakan secara paksa (execution forcee). 
Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU Jaminan Fidusia,  Sertifikat Jaminan Fidusia memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sehingga disamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 224 HIR/258 Rbg, bahwa akta notarial yang  kata-kata

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dapat dilaksanakan atau dijalankan seperti putusan pengadilan.

Sebagai sistem hukum maka hak perdata tidak selalu dapat dipenuhi dalam keadaan damai atau secara sukarela, oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran hak yang diatur dalam undang-undang tersebut maka harus diajukan ke pengadilan sebagai dasar terjadinya hukum acara perdata. Hukum acara perdata bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) yaitu tindakan untuk melaksankan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersufat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan.
 

Dalam sistem hukum acara perdata, eksekusi (pelaksanaan putusan) merupakan tahapan dari proses beracara. Hukum acara perdata, meliputi tiga tahap tindakan, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan, dan tahap pelaksanaan putusan. 

Pelaksanaan putusan atau ekesekusi pada hakekatnya merupakan realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan. Pelaksanaan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, harus berlangsung dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri. 

Suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkn, dan apabila pihak yng dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela, maka dapat dilakukan melalui bantuan pengadilan untuk melaksanakan putusan secara paksa. Oleh karena putusan hakim yang mempunyai kekuatan eksekutorial diartikan sebagai kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.

Dengan demikian, meskipun tidak jelas diatur dalam UU Jaminan Fidusia tentang proses pelaksanaan eksekusi terhadap obyek fidusia namun  prosedur pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijde), yang diatur dalam HIR/Rbg dapat diterapkan yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR/Pasal 207 Rbg, yang menentukan “jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri dan untuk menjalankan keputusan itu, ketua pengadilan negeri menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”.
Dengan demikian, Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dimaknai sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga apabila kreditur merasa haknya dilanggar akibat pelanggaran kesepakatan maka kreditur dapat hanya mengajukan permohonan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada ketua pengadilan negeri tidak perlu mengajukan gugatan. Prosedurnya sama seperti mengajukan permohonan pelaksanaan putusan, oleh karena  sertifikat jaminan fidusia, tidak perlu dibuktikan lagi sehingga harus dianggap benar apa yang tercantum di dalamnya kecuali ada bukti lawan yang menentukan lain. Hal ini sejalan dengan kesimpulan Mahkamah, pemaknaan “terhadap jaminan fidusia, apabila tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela obyek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”, 
2. Pertimbangan Hukum
Para pemohon sepasang suami istri, debitur dalam perjanjian fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01617952.AH.05.01 mendalilkan salah satu hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum telah dilanggar akibat inkonstitusionalitas norma pada Pasal 15 ayat (2 ayat (3) UU Jaminan Fidusia.
Salah satu  amar Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
Sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 184 ayat (1) HIR/195 ayat (1) Rbg, maka putusan harus disertai alasan-alasan sebagai dasar untuk mengadili, dan pertimbangan tersebut menjadi dasar pertanggungjawaban hakim pada putusannya. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa permasalahan inkonstitusional terhadap berlakunya Pasal 15 ayat (2 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, didasarkan pada unsur ada tidaknya  perlindungan hukum yang berbentuk kepastian hukum dan keadilan yang seharusnya diberikan kepada kreditur dan debitur dalam perjanjian jaminan fidusia serta yang obyeknya sebagaimana disebutkan dalam salah satu konsideran lahirnya undang-undang tersebut. 
Keadilan pada umumnya merupakan problematik yang mendasar bagi penegakan hukum, terutama apabila dikaitkan dengan pendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Hal senada juga pernah dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang dikutip oleh Setiardja
 bahwa nilai-nilai keadilan diwujudkan dalam kehidupan manusia melalui hukum, sehingga hukum hanya mempunyai arti sebagai hukum kalau ia merupakan realisasi keadilan. Di samping keadilan, hukum juga bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut merupakan nilai atau cita-cita hukum  (Idee des Recht) yang dikemukakan Radbruch
 bahwa hukum mengandung cita-cita/tujuan untuk menciptakan kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan keadilan (Gerechtigkeit)
Unsur kepastian hukum memberi jaminan bahwa hukum itu harus dijalankan sesuai dengan bunyinya. Meskipun di satu pihak akan merasa sangat dirugikan tetapi hukum harus dilaksanakan, sebagaimana bunyi asas yang mengatakan lex dura set tamen scripta, artinya hukum itu kejam tetapi begitulah bunyinya. Unsur kepastian hukum, lebih diarahkan kepada penerapan hukum terhadap setiap pencari keadilan atas suatu peristiwa konkrit, dan putusan hakim tersebut dapat dilaksanakan.
Mahkamah mempertimbangkan bahwa norma yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum, baik berkenaan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi maupun berkenaan dengan penentuan waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan cidera janji (wanprestasi). Pasal 15 ayat (2) hanya menentukan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sementara Penjelasan Pasal 15 ayat (2) mengartikan kekuatan eksekutorial sebagai tindakan langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Hal tersebut menunjukkan, adanya dualisme pelaksanaan eksekusi, dalam sistem hukum Indonesia.
Hukum eksekusi yang merupakan sub sistem hukum acara dan merupakan hukum memaksa, sudah menentukan dengan tegas dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBg bahwa pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia yang  mempunyai titel eksekutorial harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. 
Ketidakpastian pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdampak pada tindakan secara sepihak kreditur yang berpotensi (bahkan secara aktual telah) menimbulkan adanya tindakan sewenang-wenang dan dilakukan dengan cara yang kurang “manusiawi”, baik berupa ancaman fisik maupun psikis yang sering dilakukan kreditur (atau kuasanya) terhadap debitur. Oleh karena itu pertimbangan hakim menyatakan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak maka eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur hukum untuk eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Selanjutnya terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (3),  Mahkamah berpendapat kewenangan eksklusif yang diberikan pasal tersebut kepada kreditur  untuk menjual obyek fidusia atas kekuasaannya sendiri menimbulkan terjadinya pengabaian hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah cidera janji (wanprestasi) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan obyek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. 
Perihal tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang dalam perjanjian fidusia, Mahkamah mengaitkannya dengan prinsip adanya penyerahan hak milik obyek fidusia dari debitur kepada kreditur selaku penerima fidusia, mencerminkan bahwa sesungguhnya substansi perjanjian yang demikian secara nyata menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara pemberi hak fidusia (debitur) dengan penerima hak fidusia (kreditur) karena pemberi fidusia (debitur) berada dalam posisi sebagai pihak yang membutuhkan. 
Persetujuan substansi perjanjian demikian, menurut pendapat majelis hakim  sesungguhnya secara terselubung berlangsung dalam keadaan tidak bebas secara sempurna dalam berkehendak, khususnya pada pihak debitur (pemberi fidusia), sehingga disimpulkan, kebebasan kehendak dalam sebuah perjanjian yang merupakan salah satu syarat yang fundamental bagi keabsahan sebuah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi. 
F. Kesimpulan

1. Dasar normatif kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia lahir dari kesepakatan untuk memberikan hak kebendaan antara debitur untuk memperoleh pelunasan atas piutangnya, dalam bentuk akta notariil yang kemudian didaftarkan untuk memperoleh kekuatan eksekutorial sehingga dapat digunakan sebagai bukti sempurna untuk membuktikan debitur cidera janji kecuali ditentukan lain oleh pengadilan,
2. Pertimbangan hukum hakim untuk menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2)  dan  ayat (3) UU Jaminan Fidusia bertentangan dengan hak konsitusional didasarkan pada tidak adanya perlindungan hukum berupa kepastian hukum dalam penentuan waktu terjadinya cidera janji dan mekanisme pelaksanaan eksekusi terhadap Sertifikat Fidusia yang disamakan dengan putusan hakim yang sudah berkekuatan tetap yang berpotensi  terjadiya tindakan sewenang-wenang, dan pemberian kewenangan eksklusif kepada kreditur  untuk menjual obyek fidusia atas kekuasaannya sendiri menunjukkan tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang antara kreditur dengan debitur. 
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